SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR o3TAHUN 2018

TENTANG

PERU/BAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL Bl LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DENGGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! PRINGSEWU,

: a bahwa peraturan Bupati wajib mengikuti  dinamika

1.

perubahan peraturan perundang-undangan agar tetap dapat
efelctif dan  efisiensi terhadap pencapaian tujuan
pemeriniahan,

.bahwa berdasarkan ketenruan Pasal 2 avat {1} Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian mtern Pemerintah Bupati Wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
dan perlu dilakukan penyesuzaisn terutama  berkaitan
dengan Lampiran Peraturan Bupati Nomeor 53 Tahun 2015
tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pringsewu;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirmmaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupad Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
53 Tahun 2015 tentang Piagam Audit [ntermal Dh
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyvelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Darl
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3851);

.Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nemor 4355};

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nymure 4400];



Menetapkan :

4, Undang-Undang Nomor |5 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor &5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4654});

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2008 Nomor
iB5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4932);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentikan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negarn Republik Indonesia Tahun 2011 Nemor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234});

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndoncsia Nomor 5587) sebagaimana
telah diuhah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2679);

8. Peraturan Pemerintah Nomeor 79 Tahun 20035 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerab {(l.emharan Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Q. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indunesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonegia Nomor 4890)];

10. Peraturan Daerah Kabupatcn Pringsewuw Nomor 07 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010
Nomeoer 07);

MEMUTIISKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI KABUFPATEN PRINGSEWU NOMOR 53
TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWLU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten
Pringsewu Nomor 53 Tahun 2015 tentang Piagam Audit
Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewn
(Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 52)
diubah sebagai berikut:



Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Piagem audit intern memuat kedudukan dan peran
inspektorat, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi
inspektorat, kewenangan inapektorat, tanggung jawab
inapektorat, tujuan, sasaran dan hngkup pengawasan
inspektorat kabupaten pringsewu, kode etik dan standar
audit APIP, persyaratan auditor inspektorat, larangan
perangkapan tugas dan jabatan auditur, hubungan kerja
dan kocrdinasi dan penilaian berkala.

(2] Piagam audit intemal diatur dalam Lampiran | yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan
i

(3) Penjelasan piagam audit internal dialur dalam Lampiran 11
yang merupsakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Fasal 1i

Peraturan Daerah ini  mulai bherlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar seidap orang mengetahuinys, memerintahkan
pengundangan Pergturan Bupati ini dengan penempatannya
dalamSrmEidrsrpiNdripaten Pringsewu.
o LYitetapkan di Pringsewn
pada tanggal o Jamuari 2018
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI
Diundangkan di Pri RS
pada tanggal 8 T L

SEKRETARIS DAERAH K&BUPA‘T‘EH’ PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN FRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 43

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewn

IHSAN HENDRAWAN, 8.H

JDIH Kabupaten Prngsewn : hitp:f Filibh.prinpsevukab.go.1d/



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : O3
TAHUUN - 8 Jemari 201

PIAGAM AUDIT INTERN

A,

Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk
pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultansi (consulting
activities), vang dirancang untuk membern nilai tambah dan meningkatkan
operasional sebuah organisasi {auditi]. Kegiatan ini membantu organisasi
(auditi) mencapai tujuannya dengen cara menggunakan pendekatan yang
gistematis dan terarur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari
proses manajemen rtisiko, kontrol (pengendalian], dan tata kelola {sektor
publikj.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu adalah Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah [APIP] yang dibentuk dengan tugas melaksanakan andit
intern di Lingkungan Pemeriotah Kabupaten Pringsewu.

. Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu memiliki kewenangan uniuk

mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi,
aset, dan personil pada instansi/junit kerja/satuan kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang diperlukan sshubungan dengan
pelaksanasn Llugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain
sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagaimana tercantum

dalam Pasal 4 antara lain menyataken bahwa Pimpinan Mhstansi
Pemerintah wajih menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian
yang baik melalui :

1. penegakan integritas dan milai etilca;

2, komitmen terhadap kompetensi;

3. kepemimpinan yang kondusif;

4, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

5. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, _
6. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manuasia;



7. mewujudkan peran APIP yang efektif;
8. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit
Intern ini dapat direvin dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat
kesesnaianmya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan
penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-pralktik terbaik di
bidang audit imtern, perubahan lingkungan orgenisasi, dan perkembangan
praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Plagam Audit
Interr: ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu untulk
mengevaluasi kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu.

BUPAT] PRINGSEWU,

dto

SUJADI

JDIH Kabupaten Pringaewn : hitp://jdih. pringsevukab.go.id/f



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMDR - 03
TAHUN - 1B

PENJELASAN PIAGAM AUDIT ENTERN APIP

I. PENDAHULUAN

a_Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal
yang menyatakan tujuan, wewensang, dan tangpung jawab lkegiatan
pengawasan intern olch Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

b.Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para
pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi
audit interm atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pringaewu;

¢. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIF) adalah instansi pemerintah
yvang dibentuk dengan tugas mclaksanakan pengawasan intcrn <
lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri
dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKR),
Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern
pada Kementerian Nepara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga
Pemerintah, Inspektorat/funit pengawasan intern pada Kesekretariatan
Lembaga Tinggi Ncgara dan Lembaga Negam, Inspektorat Provinsi/
Kabupaten /Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum
Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

0. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU
a. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dsalam melaksanalksan
tugasnys bertanggunyg jawab kepada Bupati melalui Selaetaris Dacrah.
b. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikue :
1, struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk
melaksanakan beban kerja,
2. unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP,;
3. kepala unit APIP dianglat dan diberhentikan oleh pejahat Pembina
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang
pengangkatan dan pemberhentian PNS;



4. kepala unit APIP bertanggung jawab kepada Bupati Pringsewu melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten;

5. auditor vang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara
langsung kepada kepala Unit APIP.

m, TUCAS POKOK DAN FUNGSI INSPFEKTORAT DAERAH KABUPATEN

PRINGSEWU

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu adalah membantu
Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanean Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Inspekuorat

mermpunyai fungsi :

a, perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
penigawasan,

b, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan Keuangsn
melalui audit, revin, evaluasi, pemantauan, dan Regiatan pengawasan
lainnya;

¢. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati,

4. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi Ingpektorat Kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkeait dengan
tugas dan fungsinya.

. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWTL

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara

memadai,Inspektorat Deerah Kabupaten Pringsewu memiliki kewenangan

untuk :

a. mengakses seluruh informasi, sistem inforinasi, catatan, dokumentasi,
aset, danpersonil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
langsi audit intern; _

h. melakukan komurnikssi secars langsung dengan pejabat pada satuan
kerja yangmenjadi obyvek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan
dalam rangkapelaksenaan audit intern;



Y.

c. memiliki wewenang untuk menyampsikan laporan danmelakukan
konsultansidengan Bupati Pringsewu dan berkoordinasi dengan
pimpinan lainnya;

d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal,

e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupatan Pringsewu
sertamenctapkan frekuensi, objck, dan lingkup audit intern;

f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan
audit intern;

g meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang
diperlukan, bhaik vang berasal dari internal maupun eksternal
Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam rangka pelaksansan fungsi
audit intern.

TANGGUNG JAWAR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWLU
Dalam penyeclenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah
KabupatenPringsevn bertanggung jawab untuk :

a. secara  terus menerus mengembeangkan dan meningkatkan
profesionalismeauditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil
audit interm denganmengacu kepada Standar Audit yang berlaku;

b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit
InternTahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan
skala pricritag dansasaran audit intern dengan mempertimbangken
ketersediaan sumber dayapengawasan, termasuk mengidentifikasi dan
memutakhirkan data semua unitkeria yang dapat diawasi (eudit
urtiverse] serta data/dokumen yang diperlukan;

¢. menjamin  kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga
dapatmcnyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;

d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit inters,

¢. menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas
pelaksanaan fungsi audit intemn kepada Pemerintah Kabupaten
Pringsewnt.

TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Tnapektorat Daerah Kabupaten
Pringsewuadalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tyjuan
dan sesaran, yaitu :



a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektlvitas
pencapaian tujuandan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah KabupatenPringsewu.

b. meningkatnya efektivitaz manajemen risiko dan pengendalian
dalampenyelenggarean tugas dan fungei Pemerintah Kabupaten

¢. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi
Perangkat Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi,
Kolusi,dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas,
maka lingkupaudit intern Inspektorat Daerah Kahupaten Pringsewu paling
kurang meliput:

a. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk
memastikan bahwapenyelenggaraan tuges dan Ffungsi Pemerintan
Kabupaten Pringsewu telah gesuai ketentuan;

h. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
KabupatenPringsewu, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan
keuangan negaraden audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi
Pemerintah KabupatenPringsewu;

c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten
Pringsewu, seperti reviu atas Laporan Kenangan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu dan reviu atas lapoean Kinerja Femerintah Kabupaten
Pringscwu,;

d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten
Pringsewu, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pernerintah
{SPIP) dan evealuasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas
FPerbantuan;

e. pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupaasistensi,
sosinlisasi, dan konsultasi terhadap penyclenggeraan tugas dan fungsi
Pemerintah Kabiipaten Pringsewu.

. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIF

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan
pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern

Pemerintah Indonesia dan Kode Etik vang dikeluarkan oleh orgamisasi
profesi (AAIPT}.



VIII. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang

meliputi :

a. memenuhi sertiflkagi Jabatan Pungsional Auditor dan/atau sertifikasi
luin dibideng pengewasan intern pcmerintah serta persyaratan teknis
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jwur,
dan obyektif dalam pelaksanaan tugesnya,

c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan
digiplin ilmulain yang relevan dengan bidang tugasnya.:

d. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah
Indonesia;

e. wajib menjaga kerahasiazn informasi terkait dengan pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab audit intem kecuali diwajibkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

f memahami pringip-prinsip tata kelola organisasi yang baik,
pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risika; serta

g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan Lkemampuan
profesionalisme secara terus-Imererus.

IX. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR
a Auditor tidak boleh terlibat lengsung melaksanakan operasional
kegiatan vang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat
menggenggu penilaianin dependcnsi dan obyektivitas auditor.
b. tidak boleh merangkap jabatan sebaggi pejabat struktural.

X. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI
Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksansan fungsi audit
intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu perluz  menjalin
kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak
Hukum (AFH), dan pihak terkait lainnya scauai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat perngawasan
ekstern pemerintah.



XI1. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU DAN AUDITI

a, Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara
Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu dengan auditi adalah
hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan
dengan pencrima jasa.

b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurunce maupun
consulting], auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang
relevan dengan ruang lingkup penugasan.

r. Audid harus menindeklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang
diberilkan oleh Inspektorat Daersh Kabupaten Pringsewn dan
melaporkan lindak lanjut beserta statusatas setiap rckomendasi audit
intern kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewusesuai dengan
prosedur yang berlaku.

XT. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FPRINGSEWU DENGAN APIP
LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM ({APH), DAN PIHAK TERKAIT
LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  YANG
BERLAKU
a.inspektorat dserah Kabupaten Pringsewu wajib menggunakan

kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang
dikeluarkan oleh instansi yang herwenang dalam menentuken arzh
kebijakan dan program audit intern Inspcktorat Dacrah Kabupaten
Pringsew).

b. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas] yang
diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan
persepsi mengenai kebijjakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan
naeimal, dan mengurang tumpang tindih pelakaanaan pengawrgan.

c. kourdinas! pelaporan, baik yang bersifai laporan pcnedik maupun
laporan hasil pengawasan.

XUI. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU DAN APARAT

PENGAWASANEKSTERN PEMERINTAH

a. inspeliorat daerah Kabupaten Pringsewu menjadi mitra pendamping
bagi aparat pengawasan ckslemn pemerintah selama pelaksanaan
penugssan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai
mitra auditi pada saat pembahasansimpulan hasil audit.



b. inspektorat daerah Kabupaten Pringsewu dapat berkoordinasi dengan

aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi
dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian /Lembaga/Daerah.

. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang

disampeikan aparat pengawssan ekatern pemerintah merupakan bahan
pengawasan bagi Inspcktorat Daerah Kabupaten Pringsewu terhadap
penyelenggaran tugas dan fungsi instansi pemerintah.

. inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu menyampaikan laporan hasil

pengawasan kepada BPK-R] sebagaimana amanat dari Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendaliat Intern
Pemerintah (SPIP).

. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU DAN BADAN
FENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

d.

inspektorat daerah Kabupaten Pringsewu menjadi mitra kerja bagi
instsnai Pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem
Pemerintah (SPIP} dalam rangka membangun dan meningkatkan
pengendalian iniem pemerintah yang meliputi:

1. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SFIF;

2. sosialisasi SPIP;

3. Pendidikan dan pelatihan SPIP;

4, Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan

5. Peningkatan kompetensi auditor APTP,

. inspekiorat dacrah Kabupatcn Pringsewu harus menggunakan

peraturan-peraturan dibidang Jabatan Fungsional Auditor yang
dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jebatan Fungsional Auditor.

. PENILAIAN BERKALA

.

pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang,
dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai
dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.

. hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati -

FPringsewu,



Xvl. PENUTUP
Piagam Audit Interm ini mufai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan
guna menjamin keselarasan dengan praktik-pralcik terbaik di bidang
pengawasarn, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan
praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BLIPATT PRINGSEWLU,

dto

SUJADI

JDIH Kabupaten Pringsewu : hibp:/ /jdih.pringsevwukab.go.dd/
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